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Lampiran :© -
Hal ¢ Tindak Lanmjut Pemintaan/Desakan Masvarakat 8 (delapan) Desa mengenai

L

Pencabutan Izin operasional PT. Gunung Maras Lestari (PT, GML).

POROK PERSOALAN

Herdasarkan Disposisi Pj Bupati Bangka dengan Nomor Agenda 1458 vang diterima pada
tanggal 10 Januari 2025, dan Disposisi Plh. Sekretaris Daerah dengan Nomor Agenda 85 vang
diterima pada tanggal 10 Februari 2025 sebagai tindak lanjut dan respon atas Surat Dewan
Pimpinan Pusat Perhimpunan Putra-Putri Tempatan Bangka Belitung (DPP PERPAT
BABEL) dengan Nomor : 031/PT/DPP.PERPAT/II2025/BANGKA, perthal Permohonan
Tindak Lanjwt Terhadap Surat Pernvatsan dan Persetwjuan Bupati Bangka Berdasarkan
Permintaan/Desakan Masyarakat 8 Desa tentang Pencabutan Izin Operasional PT. Gunung
Maras Lestan tertanggal 29 Desember 2024, dengan tertanggal surat dimaksud 10 Februar
2025, yang mana dalam disposisi Pj. Bupati kepada Pih. Sekretaris Daerah untuk “tanggapan
dan saran”, serta dilanjutkan dengan disposisi Plb Sckretaris Daerah yang memerintahkan
kepada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka vang isinva: “Huat
telaahan berdasarkan tinjauan hukum untuk Pak Bupati!™

Adapun persoalan berkaitan dengan Surat DPF PERPAT BABFL dimaksud memohan kepada

Pj. Bupati Bangka dapat merealisasikan amanah perjuangan rakyat sebagaimana termakiub

dalam “Surat Pernyataan dan Persetujuan Bupati Bangka Berdasarkan Permintaan Thesakan

Masyarakat 8 (delapan) Desa tentang Pencabutan Lzin Opcrasional PT. Gunung Maras Lestari

tertanggal 29 Desember 2024, vaitu

@ bahwa DPP PERPAT BABEL memohon tindak lanjui terhadap Surat Pernyatasn dan
Persetujuan Bupati Bangka berdasarkan permintaan/desakan masvarakat 8 {delapan) desa
mengenai Pencabutan lzin Operasional PT. GML, tertanggal 29 Descmber 2024 kepada
Penjabat Bupati sekarang (Bpk. Isnaini, 5 Tr, S.H., MM):

b bahwa Surat Pernyataan dan Persetujuan Bupati Bangka berdasarkan permintaan’desakan
masvarakat 8 (delapan) desa mengenai pencabutan izin operasional PT. GML tertanggal
29 Desember 2024 merupakan kesepakatan bersama antara Pemernintaban Kabupaten
Hangka melalw Bupati Bangka dengan masyarakat yang berada di & (delapan) desa vang
terdin dari Desa Sempan, Desa Dalil, Desa hayu Besi, Desa Mangka, Desa Puding
Besar, Desa Bakam, Desa Mabat, dan Desa Bukit Layang;

¢. bahwa sebagai satu bentuk kesepakatan bersama, maka sudah selayaknya dan seharusnya
P Bupati Bangka (yang sekarang) dapat meneruskan amanah perjuangan rakyat
schagaimana tertuang  dalam  sural pernvatsan  dan persetujuan  Bupati  Bangka
berdasarkan permintaan/desakan masvarakat 8 (delapan) desa mengenai Pencabutan izin
Operasional PT. GML, tertanggal 29 Desember 2024

d.  bahwa DPP PERPAT BABEL memohon agar Pj Bupati Bangka dapat bersinergi bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk dapat
membentuk Panitia Khusus (Pansus) dalam melakukan pengawasan terhadap PT. GMI
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Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu adanya telaahan dari Pemerintah
Dacrah melalu Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka dari aspek
hukum beserta aspek lainnya yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan
vang beriaku, sehingga jawaban atas pertanvaan publik khususnya masvarakat di 8 (delapan)
desa di Kecamatan Pemali, Bakam, dan Puding Besar yang masuk dalam wilavah usaha
perkebunan PT. GML yaitu Desa Sempan, Desa Dahl, Desa Kayu Besi, Desa Mangka, Desa
Puding Besar, Desa Bakam, Desa Mabat, dan Desa Bukit Lavang dapat diberikan informasi
secara terbuka tanpa ditutup-tutupn sehingga masyvarakat dapat tercerahkan, tidak semata-mata
menyalahkan persoalan yang ada saat ini kepada pihak tertentu saja. dan/atau mendapatkan
informasi dari 1 (satu) sudut pandang pihak tertentu saja melainkan dengan berbagai pthak
terkan lainnya, baik Pemerintah Pusst, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{(DPRD} Kabupaten Bangka, PT. GML baik manajemen perusahaan maupun pihak pekerja
sendir, akan tetapi dengan jawaban dimaksud tentunya dapat dipahami oleh masyarakat dan
tidak menimbulkan permasalahan/gejolak di kemudian har, schingga potensi konflik sosial dj
tengah-tengah masvarakat daput dimimimalisir.

PRA ANGGAPAN

PT. Guoung Maras Lestan (PT. GML) merupakan salah satu perusahaan di bidang
perkebunan kelapa sawit di wilavah Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
vang telah mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) pada tanggal 08 November 1998 seluas
12704 {dua belas ribu wjuh ratus empat) hektar di 8 (delapan) desa dalam Kecamatan Pemali,
Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Bakam vaitu Desa Sempan, Desa Dalil, Desa Kayu
Besi, Desa Mangka, Desa Puding Besar, Desa Bakam, Desa Mabat, dan Desa Bukit Lavang.
Berdasarkan klaim dari DPP PERPAT BABEL sejak tahun 1997-2024, PT. GML ndak
perngh merealisasikan pembagian hasil sebesar 20% (dua puluh persen) plasma kepada
masyarakal schingga apabila dikonversikan terdapat tagihan senilai Rpl 290 057120 000
(satu triliun dua ratus sembilan puluh milyar lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu
rupigh) berdasarkan perhitungan dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun produks) vang
belum dibayarkan oleh PT. GML kepada masvarakat di 8 (delapan) desa dimaksud, dan
berpandangan bahwa seluruh jajaran pemegang saham maupun direksi PT. GML telah secam
tendensius menguntungkan kepentingan perusahaan PT. GML.

FAKTA-FAKTA YANG MEMPENGARUHI
Fakta-fakta vang mempengaruhi terhadap persoalan adalah sebagai berikut :
da. bahwa berdasarkan Surat  Edaran  Direktur  Jenderal Perkebunan Nomor:  B-
MTEBAI0.EOT/2023 pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat terbagi
menjadi 3 (tga) fase, yaitu
| fase 1. yakni perusahaan perkebunan yang memiliki perizinan usaha perkebunan
sehelum tanggal 28 Februar 2007

2. Tase 2, yakni perusahaan perkebunan yang memiliki penizinan usaha perkebunan
setelah tanggal 28 Februar 2007 sampai dengan 2 November 2020 dan

. fase 3, yakni perusahaan perkebunan yang memiliki perizinan usaha perkebunan
setelah tanggal 2 November 2020,

B, bahwa darl Sudut Pandang PT. GML berdasarkan resume rapat koordinasi Permohonan
dan tuntutan para Kepala Desa atas Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. GML
pada nggal 7 Januar 2025 bertempat di kantor Bupan Bangka, yang dihadin oleh
Camat Bakam, dan Camat Pemali, serta Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan
Desa, dan Tokoh masyarakat di Eidﬂlamnj Diesa, sebaga berikut
1. bahwa berdasarkan Surat Edaran sebagaimana dimaksod dalam horuf a i atas, PT

GML dalam pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPEM) berada

pada fase 1. dengan dasar sebagai berikut -

@} lan Usaha Perkebunan (IUP) diterbitkan pada 1anggal 26 Agustus 2014 seluas
12,704 {dua belas nbu tujuh ratus empat) helktar;

by perubahan luasan PT. GML pada tanggal 28 L};,cemhr "*[ It‘: 'iﬂﬂéﬂl'l 1un=
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¢] perubahan kedua luasan Pl. GML berdasarkan Keputusan Bupati Nomor @
188 45311 U/Hutbun 2018 tentang [zin Usaha Perkebunan Untuk dan atas Nama
FT. Gunung Maras Lestari (PT GML), tertanggal 27 Agustus 2018, dengan
luasan 13.351,57 (tiga belas nbu lima ratus lima puluh satu koma lima puluh
tujuh ) hektar.

bahwa PT GML sesuai dengan 1UP beserta perubahannya sebagaimana dimaksud

dalam huruf b di atas, telah memenuhi kewajibannva dalam FPEM. vaiu melahu

pola Program Revitahisasi perkebunan pada Tahun 2011 dan Kebun Kelapa Sawit

Rakyat (KKSR) mandin pada Tahun 2018 seluas 938,90 (sembilan ratus tiga puluh

delapan koma sembilan puluh) hekiar, dengan rincian sebagai berikut

a) Desa Dall Kecamatan Bakam seluas 361 84 (tiga ratus enam puluh satu koma
delapan puluh empat) hektar,

b} Desa Sempan Kecamatan Pemali seluas 221,24 (dua ratus dua puluh satu koma
dua pulub empat) hekiar,

¢) Desa Puding Besar kecamatan Poding Besar seluar 283 B0 (dua ratus delapan
puluh lima koma delapan puluh) hektar, dan

d) Desa Tiang Tarah Kecamatan Bakam seluas 70,02 {tujuh pulub koma nol dua)
hektar

bahwa setelah terbitnya Hak Guna Usaha (HGU) PT. GML pada tanggal 6

Movember 1998 seluas 12.704 (dua belas ribu tujuh ratus empat) hektar, belum

melakukan fasilitasi kegiatan usaha produktif masyarakatl sekitar, namun manajemen

PT. GML berkomitmen untuk merealisasikan kegiatan usaha dimaksud dengan

melakukan rapat tekms lebih lanjut untuk rencana dan bentuk kegiatan bersama

dengan masyarakat sekitar,

bahwa kegiatan usaha produkuif masyarakat sekitar terdapat 2 (dua) desa yang tetap

meminta kebun plasma/FPEKM dan kebun inti atau HGU PT. GML yaitu Desa Mabat

Kecamatan Bakam, dan Desa Sempan kecamatan Pemali,

bahwa para Kepala Desa di 8 (delapan) desa mengalami kesulitan melakukan

sosialisast peraturan dan informasi kepada masvarakatnva dikarenakan masyarakat

dimaksud sudah terpengaruh dengan jang dan pibak lun; dan

bahwa PT. GML menyvampaikan bentuk rencana dan kegiatan usaha produktil vang

akan dikengasamakan dengan masyarakal sekitar kepada pemerinizh Kabupaien

Bangka

bahwa dan sudut pandang masvarakat melalui DPP PERPAT BABEL -

|

[
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bahwa DPP PERPAT BABEL telah menyampaikan SOMASI | (Kesatu) kepada PT.

GML berdasarkan surat dengan Nomor: 708/Som/AK-LAW/VIII2024/ BANGEA,

tertanggal 6 September 2024,

bahwa DPP PERPAT BABEL telah menvampaikan Somasi atas tagihan plasma 20%

(dua puluh persen) kepada PT. GML berdasarkan surat dengan Nomor

157/ Som AR-LAW/VILZO24/BANGKA, tertanggal 19 September 2024;

bahwa DPP PERPAT BABEL telah menyampaikan surat penegasan penvelesaian

kepada PT. GML berdasarkan surat dengan Nomor S84/ AK-LAW/ 2024/

BANGKA, tertanggal 29 Oktober 2024,

bahwa DPP PERPAT BABEL telah melakukan upaya mediasi antara P1. GML

dengan AR LAW & PARTNERS vang didampingt oleh perwakilan masvarakat di 8

(delapan) desa pada tanggal 14 November 2024, dengan kesimpulan vang termuat

dalam Benta Acara Hasil Rapat Mediasi sebagai berikut :

a) bahwa PT. GML mengaku telah melaksanakan perkebunan plasma masyarakat
sgjak tahun 2011;

b} bahwa AK LAW FIRM & PARTNERS akan melakukan audit investipgasi,
Eeuangan, dan legal untuk menelusuri aliran dana 20% (dua puluh persen)
plasma vang disinvalir tidak disalurkan kepada masyarakat sebagaimana
mestinya; dan

c) bahwa PT. GML menyepakati untuk dilakukan audit investigasi, keuanpan, dan
legal sebagaimana digjukan oleh AKX LAW FIRM & PARTNERS.

bahwa berdasarkan kesimpulan rapat mediasi dimaksud telah dilakukan penunjukan
auditor dimalksud kevada Dr Ak Aousting Fh S F AL B W o calaliu & Limmtan



LAW/RZ024/BANGKA, namun seluruh jajaran pemegang saham dan direksi
perusahaan FT. GML menghalang-halangi proses pengauditan dengan mencegat
seluruh staf auditor dan kuasa hukum masyvarakat untuk melaksanakan audit & PT.
GML;

bahwa DPP PERPAT BABEL ielah menyampaikan surat konfirmasi awdit
investigasl, keuangan, dan legal kepada PT. GML tertanggal 27 November 2024,
namun hingga saat i pihak PT. GML tidak memberikan respon kooperatif dan
berbanding terbalik dengan kesepakatan scbagaimana dimaksud dalam Notulensi
Rapat Mediasi tertanggal 14 November 2024;

bahwa DPP PERPAT BABEL bersama masyarakst melakukan aksi demonstrasi
dengan agenda perjuangan hak 20% (dua puluh persen) plasma oleh masvarakat di 8
(delapan) desa, aksi dilakukan dikarenakan keprihatinan masvarakat vang tidak
kunjung mendapatkan kepastian hukum atas hak plasma 20% (dua puluh persen)
pada tanggal 29 November 2024, dan

bahwa DPP PERPAT BABEL melakukan aksi demonstrasi kembali di Kantor Bupati
Bangka di Sungailiat, aksi dilakukan dikarenakan tidak kunjung mendapatkan respon
positil dan PT GML, pada tanggal 9 Januari 2025, vang dalam aksi tersebut
ditanggapi positif oleh Pj. Bupati pada waktu itu yaitu Bpk. M. Hards AR, AP M.H,
yang ditandai dengan penandatanganan “Surat Pernyataan dan Persetujuan Penjabta
Bupati Bangka Berdasarkan PermintaanDesakan Masvarakat 8 (delapan) Desa,
tertanggal 09 Januar 2025

AMNALISIS

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat izinkan kami menyampaikan
telanhan sebagai berikut

. Dasar Hukom ;

1.

[N

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah, sehagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023
tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kenja menjadi Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tenang Perkebunan, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengpanti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perianian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun
2023 temtang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Penyelengearaan Bidang Pertanian,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di
daerah,;

Peraturan  Menteri Pertanian R0, Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi
Fembangunan Kebun Masvarakat Sekitar; dan

Peraturan Menteri Pertaman R.1. Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan
Perkebunan,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Permentan  Momor
JI/PERMENTAN/KE 410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Permentan Nomor
48 Tahun 2013 tentang Pedoman Penizinan Perkebunan {Mencabut Permentan Nomor
26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan),

b. Uraian Dasar Hukum/Rujukan Peraturan P dang-undangan :

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Momor 2 Tahun 2022 testang Cipta Kega menjadi Undang-Undang,
dijelaskan sebagal berikut
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Kabupaten/kota huruf’ a menyatakan “Penerbitan izin usaha pertaman yang
kegiatan usahanva dalam Daerah kabupaten'kota™.

hahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehagaimana
telah diubab dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 entang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dijelaskan sebaga berikut |

-

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 temtang Perkebunan {diundangkan pada
tangeal 17 Oktober 2014, sebelum divbah dengan Undang-Undang Momor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Penggantt Undang-Undang
Nomaor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerga menjadi Undang-Undang), dijelaskan
sebagai berikut -
a, Dalam Pasal 42, menyatakan
“Kegatan usaha budi daya Tanaman perkebunan dan‘atan usaha Pengolahan
Hasil perkebunan sebagaimana dimaksod dalam Pasal 41 avat (1) hanya
dapat dilakukan oleh Perasahaan FPerkebunan apabila telah mendapatkan
hak atas tanah dan/ataw izin Usaha perkebunan™
b. dalam Pasal 58 avat (1), avat (2). dan ayat (3), menvatakan
Ayat(l) @ “Perusahaan perkebunan yang memiliki  1zn Usaha
Perkebunan atau 1zin usaha perkebunan untuk budi daya wajib
memfasilitasi pembangunan kebun masvarakat sckitar
paling rendah 20% (dua pulub perseratus) dan total luss
areal kebun vang diusahakan oleh Perusahaan perkebunan,
Avat {2} © Fasilitasi pembangunan kebun masvamkat sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit,
bagi hasil, atau bentuk pendannan lain yang disepakati sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Avat(3) : Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana
dimaksud pada mvat (1) hams dilaksanakan dalam jangka
wakiu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha
diberikan,
¢, dalam Pasal 60 ayat (1), dan avat {2), menyatakan
Ayat (1) © “Perusahaan  perkebunan  vang  melanggar  ketentuan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 58  dikenm sanksi
administratif,
Avat(2) ; Sanksi administratil schagammana dimaksud pada avat (1)
berupa:
a denda;
b. pemberhentian sementara dan kegiatan Usaha perkebunan;
dan/atau
¢. pencabutan win Usaha perkebunan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023, setelah perubahan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan), dijelaskan sebaga
berikut:
a. dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2}, menyatakan
Avat (1) | “Kematan usaha budi dava Tanaman Perkebunan dan/aiau
usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 avat (1) hanya dapai dilakukan oleh
Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas
Tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha terkait Perkebunan
dan Pemerintah Pusat™,
Avat (2) “Ketentuan lebth lanjut mengenai Penzinan Berusaha terkait
Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah™
b dalam Pasal 58 avat (1), avat (2), dan avat {3), menyatakan ;



Ayvat (1} ; “Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan
Berusaha untuk budi dava vang seluruh stau sebagian
lahannya berasal dar
4. area peaggunaan lain vang berada di luar hak guna usaha;

dan'atau
b. areal yang berasal dan pelepasan kawasan hutan,
wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar,
seluas 20% (dua puluh persen) dan luas lahan tersebut™

Avat (2} | “Fasilitasi pembangunan kebun masvarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit,
bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain vang discpakati sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan™

Avat(3} . “Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayvat { 1) harus dilaksanakan dalam
jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna
usaha diberikan™

c.  dalam Pasal 60 ayat (1), dan ayat (2), menyatakan :

Avat(l}) @ "Perusahasn  Perkebunan vang melanggar kelentuan
sebagaimana dimoksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi
administrati™

Avyat (2) “Sanksi administratif sehagaimana dimaksud pada avat (1)
berupa
a, denda;

b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha perkebunan;

dan/atau

¢. Pencabutan 1zin Usaha Perkebunan
babhwa berdasarkan Peraturan Pemerintah MNomer 26 Tahun 2021  tentang
Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Diundangkan pada tangeal 2 Febroari 2021,
sebagaimana telah diwbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023,
dijelaskan sebagm berikut -
» dalam Pasal 12 avat (1), dan ayat (2), menyatakan

Ayat (1) : “Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan perizinan Berusaha
untuk budi dava yang seluruh atau sebagian lahannyva berasal dari:”
a.  area penggunaan lain yang berada di loar HGU; dan‘atay

b. arca vang berasal dari pelepasan kawasan hutan,

wajib memfasilitass  pembangunan  kebun masvarakat

sekitar, seluas 20% (dua pulub persen) dan luas lahan

tersebut,

Ayat(2) “Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun
sejak lahan untuk Usaha Perkebunan diberikan HGU™.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pentanian .1 Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, dijelaskan sebagai berikut -
» dalam Pasal 2, menyvatakan

“Fasilitast Pembangunan Kebun Masvarakat sekitar dapat dilakukan melalui .~

a.  pola kredit,

b pola bagi hasil.

¢.  bentuk pendanaan lain vang disepakat para pthak; dan‘atau

d  bentuk kemitraan lainnya.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian R.1. Nomor 98 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penzinan Perkebunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhur
dengan  Permentan Nomor 21/PERMENTAN/ KB 410/62017 (Mencabut
Permentan Nomor 26 Tahon 2007) temtang Pedoman Perizinan LUsgha
Perkebunan), dijelaskan sebagai berikut :

#.  dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2}, menvatakan :

Ayat(l) : “Perusahaan Perkebunan vang mengajukan [UP-B atau IUP dengan
lraas 250 dchiin ratiee Tima molobhl Reltne stais Tabth horbosas s o e




L.

luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari Tuas ares]
ILTP-I3 atau LI

Avat {2} @ "Kebun masvarakat  yang  difasilitasi  pembangunannya
sebagaimana dimaksud di luar areal TUP-B atau IUP pada avai

(1) berada™.
dalam Pasal 16 ayat ( 1) dan ayat (2), menyatakan |
Avat (1) “Kewapiban memfasilitasi pembangunan kebun masyaraket sekitar

sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan
memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atan bentuk pendanaan
lain sesual dengan kesepakatan dan  persfuran  perundang-

undangan”
Avat(2) @ "Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakal sekitar
sebapaimana  dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan

terhadap badan hukum vang berbentuk koperasi
Dalam Pasal 19, menyatakan
“IUP-B, TUP-P, atau ILUP sebagaimana dimaksed dalam Pasal 8, Pasal 9
atau Pasal 10 yang lokasi lahan budidava dan/atau sumber bahan baku
berada:
a dalam 1 (satu) wilavah kabupatenkota diberikan oleh
bupati'walikota:
b, pada lintas wilayah kabupaten'kota, diberikan oleh gubernur™,
dalam Pasal 29 avat ( | ) dan avat (3). menyatakan |
Avat (1) : “Kemitraan Usaha Perkebunan dilakukan antara Perusahaan
Perkebunan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekutar
perkebunan.
Ayal (3) Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling singkat selama 4 (empat) tahun
Dalam Pasal 30 ayat (3), menvatakan :
“Kemitraan sebagmmana dimaksud pada avat (1) tidak membebaskan
kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakal sekitar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157
dalam Pasal 31 menyatakan :
“Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 avat (1)
dilakukan melalw pola kerjasama :

a. penyedisan sarana produksi;

b.  produksi;

¢. pengolahan dan pemasaran,

d  transportasi;

¢ operasional;

f.  kepemilikan saham; dan/atau

g jasa pendukung lainnyva.
Analisa :

Dralam melakukan anahsa melalur penelusuran hukum, maka kapian analisis im dilakukan
dengan metode yuridis normatif dalam menjawab pertanvaan melalui norma-norma yang
terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur, disamping berdasarkan
data dan informast dan perangkat daerah yang membidang perkebunan.

Bahwa kajian atau anabisis im dibatasi pada ruang lingkup terhadap 4 (empat)

permasalahan sebagaimana tersebut dalam persoalan di atas, adapun pembahasan erkait
permasalahan tersebut adalah -

I

“bahwa DPP PERPAT BABEL memohon tindak lanjut terhadap Surat Pernyataan
dan Persctujuan Bupati Bangka berdasarkan permintaan’ desakan masyarakat 8
(delapan) desa mengena Pencabutan [nin Operasional PT GML, teranggal 29
Desember 2024 kepada Penjabat Bupati sckarang (Bpk. Isnaini. S Tr. S H., M MY”

Berdasarkan permohonan surat DPF PERPAT BABEL tersebut tertanggal 29
DesEmbier W17 P1 Bumati Ranoks t1dak marnab manaslimeban dam masimaredatam o m



Persetujuan Penjabat Bupati Bangka berdasarkan Permintaan/Desakan Masyarakat 8

Mesa, vang ditandatangani oleh Pj Bupati Bangka (pada masa ite) Bpk. M. Hans.

AR, AP, MH., terianggal 09 Januan 2025 dihadapan aksi’ demontragi masyarakat 8

(delapan) desa vang berlanpsung di depan Kantor Bupati Bangka, vang dipandang

tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut ;

a) bahwa sural pernvataan dimaksud belum mencerminkan jenis, susunan dan
bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian
vang digunakan dalam komunikasi kedinasan lingkup Pemerintah Dacrah tanpa
disertai kajian secara keseluruhan {komiprefiensii) alas maten muatan sural, lanpa
chsertan kop surat Bupati, tanpa disertai cap/stempel Bupati, dan tanpa diserta:
pula parafl hierarki resmi, yakm tanpa memenuhi unsur tata naskah dinas vang
meliputi: kop, penomoran; penggunaan kertas; penggunaan tinta; jatak spasi,
jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung, penentuan batas atau ruang tepi,
dan lain-lain sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai tata naskah dinas
vang berlaku di lingkungan Pemernntah Kabupaten Bangka, hal tersebut
seharusnya dilandasi schagaimana diatr dalam
» Pasal 38, Pasal 39 avat (1), dan Pasal 40 avat (1) dan ayat (2) Peraturan

Menteni Dalam Negeri Momor | Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di

Lmgkungan Pemerintah Daerah, yvang menyatakan:

v Pasal 38 © “Paraf, anda tangan, dan stempel sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 hurof | merupakan
bentuk pengabsahan Maskah Dinas™.

v Pasal 3%avar(l) ; “Paraf sebagaimana dimaksed dalam Pasal 38
merupakan anda tangan singkal sebagai bentuk
penanggungiawaban atas muatan | maten,
substansi, redaksi, dan pengetikan™,

¥ Pasal 40 avat (1) dan ayat (2), vang menyatakan:

Ayat(1) ¢ “Paraf hierarks schagmmana dimaksud dalam
Pasal 39 avat (2) hurul a merupakan parafl pejabat
sesual jenjang jabatan vang dibubuhkan dalam
bentuk matriks.

Ayat(2) . Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas
vang ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil
Kepala Daerah, Sekretaris Dacrah, asisten,
sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan,
mspekiur, dan direkfur rumah sakit umum harus
diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang
pejabat secara berjenjang.

+~ Pasal 38, Pasal 39 avat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dan avat (2) Peraturan
Bupati Bangka MNomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Maskah Dinas, yang

menyatakan ;

¥ Pasal 38 . “Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf | merupakan
bentuk pengabsahan Naskah Dinas™.

v Pasal 3%avat (1) : “Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk
pertanggungjawaban atag  muatan mater,
substans:, redaksi, dan pengetikan”™.
v Pasal 40 ayat (1) dan avat (2), vang menyatakan |

Avaril) . “Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan parafl pejaba
sesual jenjang jabatan vang dibububkan dalam
bentuk matnks,

Ayat(2) . Pembubuhan paraf hierarki pada Maskah Dinas
vang ditandatangani oleh Kepala Dacrah. Wakil
Kepala Daerah, Sekretaris Daemh, asisten,
calrmturie [YPFRTY keonals dimae beomala o=



diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang
pejabat secara berjenjang.

b} bahwa surat yang ditandatangani oleh Pj Bupati Bangka dimaksud secara
administranf belum mencerminkan pertanggungjawaban atas materi muatan,
substansi, redaksi, dan pengetikan dikarenakan ditandatangani atas dasar
dibawah tekanan pihak lain, serta draf surat dimaksud disiapkan atau diketik
oleh prhak lain tanpa melalui proses resmi Pemerintah Daerah secam berjenjang
Drengan  demikian, maka terhadap Swrat Pernyataan dan Persetujuan
Penjabat Bupati Bangka berdasarkan Permintaan/Desakan Masvarakat 8
Desa, yang ditandatangani oleh Pj Bupati Bangka (pada masa itu) Bpk. M.
Haris. AR, AP, M.H., tertanggal (9 Janvari 2025 dihadapan aksi/
demontrasi masvarakat § (delapan) desa yang berlangsung di depan Kantor
Bupati Bangka patut dikesampingkan demi kepastian hukum.

c] muatan maten sural pernyataan dimaksud memiliki dampak yang sangat luas
bagi keberlangsungan dan kemudahan inveswasi dalam pemberian penzinan
sestal ketentuan peraturan perundang-undanpgan, tenaga kerja, serta berdampak
terhadap stabiltas keamanan, ketertiban, dan ketentramen masvarkat di 8
(delapan) desa dalam Kecamatan Pemali, Puding Besar. dan Kecamatan Bakuam
khususnya, hal tersebut menjadi tugas, wewenang, dan kewajiban kepala daerah
dalam hal im Bupat/Py. Bupat: vaitu berdasarkan ketentuan
» Pasal 65 ayat (1) huruf b, dan ayar (2} huref d Undang-Undang Nomeor 23

Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerab, beserta  perubahannya,

menyatakan

Avat(l} ¢ “kepala daerah mempunyai  tugas: b, memelihara
ketenteraman dan ketertiban masyarakat”

Awal (2) . “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) kepals daerah berwenang: d. mengam bil tindakan tertentu
dalam Kkeadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh
Daerah dan/atau masyarakat™.
Dalam Penjelasan avat (2) menyatakan
“Huruf d, Tindakan tertemtu dalam keadsan mendesak vang sangat
dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat vang terkait dengan urusan
pemerintahan umum dilakukan oleh kepala daerah setelah dibahas dalam
Forkopimda™.
= Pasal 67 buruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dagrah beserta perubahannya, menyatakan
“hewajiban kepala deerah dan wakil kepala daerah meliputi -~ b. menaati
seluruh ketentuan peraturan perundangundangan”
~ Pasal 350 avat (1) dan ayet {4), Undang-Undans Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, menyvatakan
Ayat(1) : Kepala daerah wajib membenkan pelavanan perizinan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Avat(2) © Kepala daermh vang tidak memberikan pelayanan penzinan
schagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenai sanksi administranf

Mengingat berkaitan dengan tindak lanjut Surat pernyataan dan Persetujuan Bupati,
maka perlunva dilakukan kajian secara menveluruh (komprehens) dan berbagai
sudut pandang peraturan perundang-undangan baik di bidang perkebunan, perizinan,
maupun pertanahan, dan lebih lanjut dengan melibatkan Instansi Pemerintah Pusat
(dalam hal ini Kementerian Pertanian R, dan Kementerain Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional), Pemenintah Daerah, masvarakat setempat, serta
pihak manajemen PT. GML, adapun ketentuan peraturan perundang-undangan
dimaksud adalah sebagaimana dmakaunl pada pcnjetasan dasar hukum di atas.

Disamping iy perlunya penvelesaian persoalan saat ini dengan melibatkan Forum
Komunikasi Pimpinan Dacrah (FORKOPIMDA) vang terdiri dari Bupati, Ketua
DPRID), Komandan Kodim 0413/Bangka hepa[a h:p:_lll:-.mn Rbs.urt ..j-H.I"IL]-;d. dan
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pihak tertentu saja akan tetapn dengan melibatkan seluruh komponen, sehingga
kebijakan yang akan diambil tdak bertentangan dengan peraturan perundang-
umdangan yang berfaku, serta potensi yang fimbul dani aspek keamanan, ketertiban,
dan ketentraman masyarakat berupa ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di
masyarakat dapat dimimimalisir, sehingga pencabutan lzin operasional {lzin Usaha
Perkebunan) PT. GML vang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka
tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan harus dilandasi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku serta kesepakatan para pihak pemangku
kepentingan {siakehiolders) yang bermiat baik dalam penyelesman permasalahan vang
terjadi saat ini,

“pahwa Surat Permyataan  dan  Persefujuan  Bupat  Bangka berdasarkan
permintaan/desakan masyarakat ® (delapan) desa mengenai pencabutan izin
pperasional PT. GML tertanggal 29 Desember 2024 merupakan kesepakatan
bersama antara Pemenintahan Kabupaten Bangka melalui Bupati Bangka dengan
masyarakat vang berada di 8 (delapan) desa vang terdin darn Desa Sempan, Desa
Dalil, Desa Kayo Besi, Desa Mangka, Desa Puding Besar, Desa Bakam, Desa Mabat,
dan Desa Bukit Layvang™,

Mengena1 Surat Pemyataan dan persetgjuan Bupati Bangka permintaan/desakan
masyvarakat 8 {delapan) desa mengenar pencabutan wzin operasional dimaksud perlu
dilakukan klarifikasi, mengingat Pj. Bupati Bangka tidak pernah mencrbitkan dan
menandatangam  sural tertanggal 29 Desember 2024, melainkan surat yang
ditandatangani tertangpal 09 Januari 2025 dihadapan aksi’'demonstrasi masyarakat 8
{delapan) desa.

Terhadap Surat Permvatsan dimakswd bukanlah kesepakatan bersama  antara
Pemerintahan Daerah dengan masyarakat di 8 (delapan) desa dan hinggn saat ini
belum atau tidak pernabh menandatangani kesepakatan dimaksud, mengingat bila
merujuk dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Dacrah scbagaimana telah beberapas kali diubah terakhir dengan
Lindang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Fenétapan Peratluran Pemerintsh
Momor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kena memadi Undang-undang, makna
pengertian “Pemenntahan Dagrah adalah penyelenggaraan urusan pemenntahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurul asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-huasnya dalam sistem
dan prinsip Megara Kesatuan Bepubhk Indonesia sehagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19457,

Mengingat Surat Pernvatasn dimaksud sampai saat imi belum ada secara teriulis
dalam bentuk kes.epnl\.man Pemerintahan Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka dengan Pemenntah Kabupaten Bangka
mengenal pencabutan izin operasional dimaksud, serta makna kesepakatan bersama
Pemerininhan Daerah tidak sesual dengan ketentuan sebagaimana dimaksod di atas,
dengan demikion, maka makna “kesepokatan bersama™ vang disampakan dalam
surat DPP PERPAT BABEL dimaksod tidak dapat disamakan dengan “kesepakatan
bersama antara Pemenntahan Kabupaten Bangka melaln Bupan Bangka dengan
masyarakal vang berada ci-8 (delapan) desa”

“bahwa secbagal sotu bentuk kesepakatan bersama, maka sodah selayaknva dan
seharusnya Fj Bupati Bangka (vang sekarang) dapal mendgruskan amanah perjuangan
rakyvat sebagaimana terfuang dalam surat pernyataan dan persetujuan Bupati Bangka
berdasarkan permintaan’ desakan masvarakat 8 (delapan) desa mengenal Pencabutan

izin Operasional PT GML. tertanggal 29 Desember 2024
Mengingat kesepakatun  bersama  dimaksud bukanlah  masuk  dalam  kategon
pengertian Pemerintahan Daerah menurul Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014
schagaimana penjelasan di  atas, maka uvpaya Pemerintah Daerab untuk
mempenguangkan kepentingan masyvarakat baik diminta ataw odak diminta sudah
menjadi kewajiban Pemermtah daerah untuk  dilaksanakan, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerab sebagmmana telah beberapan kali diubah terakhir dengan
[ Tndane=l 'ndane Momor & Tahuyn W73 tentang Pansisnan PeraiurEin Pamariniak



“kewapiban kepala dacrah dan wekil kepala dacrah melipwic b, menaati seluruh

Ketentuan peraturan perundang-undangan™

“bahwa DPP PERPAT BABEL memohon agar P Bupati Bangka dapat bersinerg

bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Banghs

Beltung untuk dapat membentuk Panitia Khusus (Pansus) dalam melakukan

pengawasan lerhadap PT. GML dalam hal akan dilakukannya pencabutan lzin

Oiperasional Korporasi™,

Upaya sinergi dengan DPRD Provinsi Kepulavan Bangka Belitung merupakan salah

satu langkah dalam penyelesaian persoalan melalui Panitia Khusus {Pansus), akan

tetapi tila menguk pada kewenangan bidang perkebunan, dimana dalam 1 (satu)
daerah merupakan kewenangan kabupaten, hal tersebut berdasarkan ketentuan
schagal benkut ;

# Lampiran AA. Pembagian Urusan Pemerintahan bidang Pertanian nomor 5
suburusan Penzinan Ussha Pertanian pada kolom kewenangan Dacrah
Rabupaten/kota hurul @ Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenintahan Dacrah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Pentapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomoer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kega menjadi
Undang-Undang menyatakan: “Penerbitan izin usaha pertanian vang kegistan
usahamya dalam Daerah kabupaten/'kota™:

» dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Pertanian R_L Nomor 98 Tahun 2013 tentang
Pedoman Perizinan Perkebunan, schagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Permentan Nomor 21/PERMENTAN/ KB.410/6/2017 tentang
Perubahan kedua atas Permentan Momor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman
Perizinan Perkebunan, menvatakan
“IUP-B, TUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Pasal 9 atay
Pasal 10 vang lokas: lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada -

o dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati'walikota;
b.  pada lintas wilayah kabypaten/kota, diberikan oleh pubernur”

Dengan demikian upaya penyelesaian melalui Pansus DPRD Provinsi SAM pai

sadal ini, menurut hemat kami belum saatmya dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Bangka, kecuali dilakukan upaya sinergi dengan DPRD habupaten

Bangka dan Pemerintah Dacrah bersama jajaran terkait termasuk saran dan

masukan dari FORKOPIMDA Kabupaten Bangka sebagai forum yang

digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan wmum di

Daerah, hal tersebut selain distur dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang

Nomor 25 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah, juga sejalan dengan Pasal 2

ayat (1), avat {(2), dan avat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang menvatakan

Avat (1) @ “"Untuk menumang kelancaran pelaksansan Urusan Pemerintahan

Umum dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota. dan
Forkopimcam™

Ayar(2) | “Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada avat (1)

meliputi:

@ pembingan wawasan kebangsann dan ketahanan nasional dalam
rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika sena pemertahanan dan pemeliharaan
keutuhan Negara Kesatuan Repubhik Indonesia;

b, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa:

¢ pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama,
ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan
lokal, regional, dan nasional;

4. penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

€. koordnasi pelaksanaan tugas antarinstans: pemenntahan vang ada
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memperhatikan  prinsip demokrasi, hak asasi  manusia,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi
serta Keancharagaman dacrah  sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

I pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

g pelaksanaan semua Urusan Pemenntahan yang bukan merupakan
kewenangan dacrah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal

Avat (3] . Selain menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umuam
sebagaimana  dimaksud pada  avat (2), Forkopimda provinss,

Forkopimda kabupaten/kota, dan  Forkopimecam  dibentuk  untuk

mendukung .

a  pelaksanaan kebyakan dalam  penvelenpggaraan  pemerintahan,
pembangunan, dan pelayvanan publik di daerah;

b. peningkatan keselarasan langkah dan  tindakan dalam
pelaksanaan penyelesaian permasalahan di daerah dengan
mengedepankan  upaya  deteksi  dini, cegah dini, dan
penanganan dini:

¢ penyelesaian berbagai permasalaban melalui  pengambilan
tindakan tertentn dalam keadaan mendesak vang sangal
dibutubhkan oleh daerah dan/atan masyarakat; dan

d.  pemeliharaan  stabilitas  sosial politik dan  penyelenggaraan
pemerntahan dalam negen di dacrah,

KESIMPULAN
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dissmpulkan hal-hal sebagai benkut :

d.

bahwa pencabutan 1zin operasional (1zin Usaha Perkebunan) PT. GML yang merupakan
kewenangan Pemenntah Kabupaten Bangka (vang lokasi lahan budidava dalam 1 (satu)
wilayah kabupaten) tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan harus dilakukan kajian
secars menveluruh (fomprehensif) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
vang berlaku serta kesepakatan para pihak pemangku kepentingan (stakeholdory) yvang
berniat batk untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan dimediasi oleh Pemerintah
Dacrah,

bahwa dengan mengedepankan hukum sebagai garda tlerdepan dalam penvelesaian
masalah ini, diharapkan para pihak pemangku kepentingan (srakeholders) bilamana tidak
dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalu mediasi oleh Pemerintah Daerah, kiranya
dapat disclesaikan melalw mekanisme hukum di Pengadilan baik secara pidana maupun
secara percata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa sinergi dengan DPRD Provinsi Kepulavan Bangka Belitung sangat baik dilakukan,
namun alangkah baknya pula dapat dilakukan dengan DPRD Kabupalen Bangka sesum
kewenangan di bidang perizinan usaha perkebuman vang merupakan kewenangan
Kabupaten Bangka.

SARAN
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan hormat disarankan kepada Bapak Bupati agar -

i,

Pemenntah Daerah segera membalas atau memjawab Surat Dewan Pimpinan Pusat
Perhimpunan Putra-Putn Tempatan Bangka Belitung (DPP PERPAT BABEL) dengan
Nomor: 031/PFT/DPP. PERPATIL2025'BANGKA, perihal Permohonan Tindak Lanjut
lerhadap Surat  Pernvataan  dan  Persetujuan  Bupath  Bangka Berdasarkan
Permintaan/Desakan Masyarakat £ Desa tentang Pencabutan lzin Operasional PT Gunung
Maras Lestan tertangeal 29 Desember 2024, dengan tenanggal sural dimaksud 10
Februan 2025, (yang 1sinya sebagaimang penjelasan dalam telaghan staf di atas);

Pemerintah Dacrah mengenyampingkan Surat tertanggal 29 Desember 2024 dimaksud
mengingat Pemerintah Daerah belum pernah menerbitkan dan menandatangani surst
dimaksud. serta mengenvampingkan Surat Pemyatsan tenanggal 09 Januari 2025,
mengingat Surat Pemvatan dimaksod ditandatanpan)  dibawah  desakan'‘tekanan



masyarakat vang melakukan aks: demonstrasi, serta dral surat dimaksed disiapkan atau
diketik oleh pihak lain tanpa melalui proses resmi Pemerintah Draerah secara berjenjang;
Pemerintah Dacrah segera mengambil langkah-langkah penyelesaian permasalahan P1T.
CiML batk diminta atan tidak dimmta untuk memmimalisir tegadinva gejolak sosial di
tengah-tengah masyarakat dengan melibatkan instansi terkan dan FORKOPIMDA,
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan
sehagaimana dimaksod dalam dasar hukum pada analisis di atas; dan

Agar Bupati Bangka memanta perangkat daerah terkait, dalam hal ym Dinas Pangan dan
Pertanian Kabupaten Bangka, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka, Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka, Dinas Tenaga Kerja, Perindusirian dan
Perdagangan Kabupaten Bangka, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten
Bangka untuk menyampaikan laporan secara tertulis terkail upaya pemantauan,
pembinaan, pengawasan dan evalumsi yang telah dilakukan terkan aktifitas PT. GML
dalam melaksanakan kegiatan operasional sesuai ketentuan dalam IUP dan perizinan
lammya yang mereka miliki, sebagal data dukung bagi Pemenintah Kabupaten Bangka
dalam mengambil kebijakan lebib lanjut

VI, FENUTLIP

Demikian vang dapat kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan
kebijakan dan kepotusan mengenai penvelesaian permasalab perkebunan Kelapa Sawit PT
GML, selanmjutnya bila Bapak Pj. Bupati berpendapat lain mohon arahan dan petunjuk lebih
lanjut, atas perhatiannya diucapkan terima kasth.

TeEmbusmn;

KEPALA BAGIAN HUKUM DAMN HAM,

SEI EMLY 8A I,5H
Pembima Tingkat I' [V, b
NIP, 19741008 200501 2 007

1. Bekretand Demrah Eab Bangka,



